
PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/18/2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan

Kota, Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Musyawarah,

Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan

Kehormatan dibentuk DPRD pada awal masa jabatan

keanggotaan DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, telah diajukannya nama-nama anggota Alat

Kelengkapan berdasarkan usulan fraksi-fraksi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk segera

ditetapkan menjadi Komisi, Badan Anggaran, Badan

Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu memberikan

Penetapan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten,

dan Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota

Madiun;
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Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2019

Nomor 171.401/873/011.2/2019 Perihal Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024;

2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 24 September 2019

Nomor 170/1627/401.040/2019 Perihal Permohonan

Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun;

3. Surat Ketua Fraksi Demokrat tanggal 24 September 2019

Nomor 01/FD/IX/2019 Perihal Anggota Alat Kelengkapan

DPRD Kota Madiun;

4. Surat Ketua Fraksi Partai Perindo tanggal

24 September 2019 Nomor 01/FRAKSIPERINDO/IX/2019

Perihal Pemberitahuan Penugasan;

5. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal

25 September 2019 Nomor 03/FPKB-03/II/IX/2019 Perihal

Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun;

6. Surat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan tanggal

25 September 2019 Nomor 01/FPDI-P/IX/2019 Perihal

Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun;

7. Surat Ketua Fraksi Gerindra tanggal 25 September 2019

Nomor 01/FGERINDRA/IX/2019 Perihal Anggota Alat

Kelengkapan DPRD Kota Madiun;

8. Surat Ketua Fraksi MANTAB tanggal 25 September 2019

Nomor 01/FMANTAB/IX/2019 Perihal Anggota Alat

Kelengkapan DPRD Kota Madiun;

9. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN tanggal 25 September 2019

Nomor 01/FPKS-PAN/IX/2019 Perihal Anggota Alat

Kelengkapan DPRD Kota Madiun;

10. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal

25 September 2019 dengan acara Penetapan Susunan

Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Madiun;
















